BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR (% TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah
daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor
061/6559/0TDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 061/0528/VI1/2022;

c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah
tidak Sesuai dengan Perkembangan Hukum sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

ot

Mengingat
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Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187 Tahun 2019
Nomor 6402);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tantang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor
3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016




Menetapkan

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1.
o

10.

o2 %

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan




hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu sertas bersifat

mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan Unsur
Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan
Perikanan.

(2) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum, Kepegawaian Keuangan dan Aset; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang terdiri atas :
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;
2.Bidang Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;
3.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;
4.Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

S5.Bidang Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.




(1)

. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipimpin

oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara
administratif dikoordinasikan oleh sekretaris.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

UPT Dinas, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pembentukan dan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas

pembantuan di bidang Pertanian dan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana,
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
dan kesehatan hewan, perikanan serta penyuluhan
pertanian;

b. penyusunan program penyuluhan pertanian;

c. pengembangan prasarana pertanian;

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian
penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak;

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
pembinaan produksi di bidang pertanian;

g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit

tanaman dan penyakit tanaman dan hewan;
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h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

j- pelaksanaan penyuluhan pertanian;

k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

l. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan
usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di
bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1
(satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan
pengelolaan pembudidayaan ikan;

m. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan
usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan
yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

o. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan
perikanan;

p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan
Perikanan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.




Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Pertanian dan Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Sekretariat menyelanggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang
produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan kesehatan hewan, perikanan serta
penyuluhan pertanian,;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

. penataan organisasi dan tata laksana;

o G )

. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset,

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha,

rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol,

ketatalaksanaan dan melakukan penyiapan urusan keuangan

dan pengelolaan barang milik negara.

Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian
Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;

b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan
pegawai;

c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,




pemberhentian dan pensiun pegawai;

melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai
dan evaluasi kinerja pegawai;

melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan;

melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan
protokol;

melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
melakukan telahan dan penylapan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan
Aset;

melakukan penyusunan kegiatan rutin;

melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;

. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan
surat perintah membayar;

melakukan urusan gaji pegawai;

melakukan administrasi keuangan,;

melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan,;

melakukan penyusunan laporan keuangan;

melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut
laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi;

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
melakukan  penyiapan bahan  penatausahaan dan
Inventarisasi barang;

melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang
milik Negara;

melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian

kegiatan Subbagian Umum. Kepegawaian, Keuangan dan




X.

Aset; dan
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 9

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang tanaman pangan dan hortikutura.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9,

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan

fungsi :

a.

penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;
pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;

pengendalian dan  penanggulangan hama  penyakit,
penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan
iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan

hortikultura; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kelima
BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 11

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang perkebunan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim
di bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran
di bidang perkebunan;

g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h. pemberian izin wusaha/rekomendasi teknis di bidang
perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 13

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta
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pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan

hewan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan

fungsi :

a.

penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,
peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
pengelolaan sumber daya genetik hewan;

pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak,
pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi
ternak;

pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan
hewan;

pengawasan obat hewan;

pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk
hewan;

pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik
Veteriner;

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketujuh
BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 15

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan

pertanian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan pertanian;

b. penyusunan programa pertanian;

c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
pertanian;

e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida,

serta alat dan mesin pertanian;

pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

pemberian fasilitasi investasi pertanian;

=

- pelakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;

o
.

pelakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan

penyuluhan pertanian;

J. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan pertanian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedelapan
BIDANG PERIKANAN

Pasal 17

Bidang Perikanan mempunyai tugas mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang

perikanan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;

b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan (TPI);

c. pelaksanaan penyiapan  penerbitan  Surat Izin Usaha
Perikanan di Bidang Pembudidayaan lkan;

d. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

e. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan
kecil; dan

g. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-
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koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.

(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu koordinator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok jabatan fungsional pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas
usulan pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas dan pimpinan satuan
organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi

lainnya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi tugas
bawahannya bila terjadi penyimpangan akan mengambill
langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
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atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural
yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya
pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub-
koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor
67) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2019 Nomor 102); dan

2. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 39 Tahun
2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017
Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal (7 maeer 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

e e

DEVI SUHARTONI

Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Muara Rupit

Penata Tic !
NIP. 197506 4

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR é3
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR &% TAHUN 2022

TANGGAL (7 0Meecet

2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi

s Um;v

Kepala Dinas
Kelompok Jabatan i M
Fungsional Sekretaris Dinas
|
s
Kelompok Jabatan S; :: : ggal\:/:‘i:nm,
Fungsional Keuangan dan Aset 1
| 1 1 |

Bidang Tanaman Bidang Sarana

Pangan dan Bidang Perkebunan daBr:dI? ens i:::::‘n::aw'; o Prasarana dan Bidang Perikanan

Hortikultura i Penyuluhan pertanian
Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan

Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional

Bupati Musi Rawas Utara,

DEVI SUHARTONI
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